
  
WALIKOTA KEDIRI 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI 
NOMOR 6 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA KEDIRI, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) 

sebagaimana telah diubah beberapa  kali  terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia    Nomor 6177); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik; 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah 

Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran 
Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 76); 
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25. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri 
Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran 
Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 78); 

26. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020 nomor 3); 
27. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2021 tentang  

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2021 
Nomor 2); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA KEDIRI 
dan 

WALIKOTA KEDIRI 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 
Pasal 1 

 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat: 

 a. laporan realisasi anggaran; 
 b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

 c. laporan operasional; 
 d. laporan perubahan ekuitas; 
 e. neraca; 

 f. laporan arus kas; dan 
 g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
ikhtisar laporan keuangan perusahaan umum daerah. 

 
 

Pasal 2 

 
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a 

sebagai berikut: 
a. pendapatan.........................Rp. 1.508.822.569.048,64   

b. belanja ............................. Rp. 1.344.272.318.953,32 
 surplus ..............................................................   Rp. 164.550.250.095,32 
c. pembiayaan  : 

 -  penerimaan................... Rp342.743.586.779,59  

- pengeluaran ................. Rp 0,00 

  pembiayaan netto ......................................... Rp. 342.743.586.779,59 
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Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun  

 Berkenaan (SiLPA)................................................ Rp. 507.293.836.874,91
  

 
Pasal 3 

 
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut: 

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp231.758.160.888,64 dengan rincian sebagai berikut : 

1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.277.064.408.160,00 
2. realisasi Rp1.508.822.569.048,64  

 Selisih lebih sebesar Rp   231.758.160.888,64 
 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                            

Rp275.535.675.986,68 dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran belanja setelah perubahan  Rp1.619.807.994.940,00 

2. realisasi  Rp1.344.272.318.953,32  
 Selisih  kurang  sebesar Rp  (275.535.675.986,68) 

 
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp507.293.836.875,32 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. defisit setelah perubahan  Rp   (342.743.586.780,00) 
2. realisasi  Rp 164.550.250.095,32 

  Selisih lebih  sebesar Rp. 507.293.836.875,32  
 

d. selisih  anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,41 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran penerimaan pembiayaan  

  setelah perubahan Rp 342.743.586.780,00  
2. realisasi   Rp 342.743.586.779,59 

  Selisih kurang sebesar Rp   (0,41) 
 

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran pengeluaran pembiayaan  

 setelah perubahan   Rp 0,00 
2. realisasi Rp    0,00 

  Selisih lebih/kurang sebesar Rp.       0,00 
 

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,41 dengan 
rincian sebagai berikut: anggaran pembiayaan netto 

 setelah perubahan  Rp 342.743.586.780,00 

1. realisasi Rp     342.743.586.779,59 
 Selisih kurang sebesar Rp (0,41) 

 
 

Pasal  4 
 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 huruf b sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut: 
a. saldo anggaran lebih awal Rp 342.743.586.779,59 
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b. penggunaan SAL sebagai penerimaan 

 pembiayaan tahun berjalan Rp 342.743.586.779,59 

    Jumlah  Rp  0,00 

c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp 507.293.836.874,91  

    Jumlah  Rp     507.293.836.874,91 

d. koreksi kesalahan pembukuan tahun 

 sebelumnya   Rp 0,00 
e. lain-lain    Rp 0,00 

f.  saldo anggaran lebih akhir Rp 507.293.836.874,91 
 
 

Pasal 5 
 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut: 

a.  surplus dari operasi Rp.      88.655.367.892,17  
b.  defisit dari kegiatan non operasional Rp        (3.659.742.865,19) 
c.  defisit dari pos luar biasa:  Rp        (5.735.309.454,00) 

d. surplus LO   Rp       79.260.315.572,98 
 

 
Pasal 6 

 
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d 
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut: 

a. ekuitas awal  Rp 3.104.441.151.964,10 
b. surplus  Rp 79.260.315.572,98 

c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ 
 kesalahan mendasar 

 - koreksi nilai persediaan  Rp 0,00 
 - koreksi ekuitas lainnya  Rp 81.486.899.572,06 

d. ekuitas akhir   Rp 3.265.188.367.109,14 

 

 
Pasal 7 

 
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf  e per 31 Desember 2021 

sebagai berikut: 
a. jumlah aset   Rp 3.332.882.120.217,72 
b. jumlah kewajiban  Rp 67.693.753.108,58 

c. jumlah ekuitas  Rp 3.265.188.367.109,14  
 

 
Pasal  8 

 
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun 
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:  

a. saldo awal kas di kas daerah  Rp 313.544.338.408,31 
b.  saldo kas di bendahara pengeluaran Rp 0,00 

c. saldo kas di BOS awal per 1 Januari 2021 Rp 387.109.975,48 
d. saldo kas di BLUD awal per 1 Januari 2021 Rp 28.812.138.395,80 

e. arus kas dari aktivitas operasi Rp 271.102.720.150,00 
f. arus kas dari aktivitas investasi Rp  (106.552.470.054,68) 
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g. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 0,00 

h. arus kas dari aktivitas transitor Rp 0,00  
 i.  saldo kas akhir per 31 Desember 2021 Rp 507.293.836.874,91 

 
 

Pasal 9 
 

Rincian Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; 

Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan 
Organisasi;  

Lampiran I.2    : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut 

kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiyaan; 
 Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok 
dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan 
pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, dan 
sub kegiatan;  

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. Lampiran III : Laporan operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; 
e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan arus kas; 
g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 
h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi piutang daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 
j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana 

bergulir; 
k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan 
pengurangan aset tetap daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; 
o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 
q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; 
s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai 

akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggran berikutnya; 
t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; 
 Lampiran XX.1: Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah 
 Lampiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan 

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 
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Pasal 10 

 
Walikota Kediri menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 
 
 

Pasal 11 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri. 
 
 

Ditetapkan di Kediri 
pada tanggal 24 Agustus 2022        

 
   WALIKOTA KEDIRI, 

 
                ttd. 

 

              
ABDULLAH ABU BAKAR 

 

BUDWI SU 
Diundangkan di Kediri 

pada tanggal 24 Agustus 20220 
 Desember 2021       

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 
 
 

                          ttd.  
 

                  BAGUS ALIT 
 
 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 6  

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 96-6/2022 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

      

 

 

 
MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH. 

                          Pembina 

 NIP. 19760810 200604 1 022 
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